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LA DINAS PENANAMAN MODAL
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U SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

DAN PELAYANAN TERPAD
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Menengah Pertama,
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KEPALA DINAS PENANAMA
Pendirian dan

Menimbang . a, bahwa dalam rangka mem
elaksanaan pembelajaran &
genyelenggaraan Pendidikan Sekdat?

al 22 Oktober

Berdasarkan Surat Keputusan K : ;
pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor - o 20 wpaten Sinai Nomor :
h Dasar Neger

2009 tentang Nomor
40304741 tanggal 07 November 200’: yan|a o
: tuan Ra agga 3

ral:ﬁ(a;m:s;::aﬁ IF:’Z::;ran 5 Sinjai Nomor 5 Tahun 2019 tensngd.;;:‘or

Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, mak;ASGa;t\uLaAn. endi
berubah Nomenklatur menjadi SEKOLAH ) ERINO. 119 humfb i
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu F ) S rn
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan yk s
Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Pendirian Seél olah
. Desa Bontosalama, Kecamatan Sinjal
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55 Kecamatan Sinjai Barat;

(>
d huruf a, dan
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Terpadu Satu ¢
*SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 119 MAGALA
Barat; ; : .
g Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesl!
Tambahan Lembaran '

Tahun 1959 Nomor 74,

an Nasional (Lembaran
paran Negara Republik

. 1. Undang-Undang Nomor 2
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); b

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lem
donesia N 4301); 3

3. l’?n:anng-'zndg’;rNomo,r 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

sia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Negara Republik Indone:
Indonesia Nomor 4846); ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Nega(a
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Tahun 2011 tentang Pe

5.  Undang-Undang Nomor 12
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
rintahan Daerah (Lembaran Negara

6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);

7.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);
5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

8.  Undang — Undang Nomor 3
23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
geratupn Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
(LZTnzf;r:;anh Somor 1}'\7’ Ta:;;: 20;0 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
egara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, T.

Negara Republik Indonesia Nomor 5157); AT
10. 558'?::3: l;ce’g);r;ntat: Nogo'r 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

entang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republi i

publik Indones!
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); ik
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mbentukan Peraturan Perundang-
hun 2011 Nomor 82, Tambahan
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Peraturan Pemeri
: erntah Nom
Bony or 13 Tahu
e e ey e
. ia Tahun 20 lonal Pendidikan (Lem
l:d onesia Nomor 5670); S 12, bk Lmbaran‘Nes::a ’:?,:wbﬁk
. P:rl:;l;ran .Prdenleri Dalam Negeri Nomor 138 Tah
nan Terpady Satu Pinty D ahun 2017 tentang P
sl enyelenggaraan
’ g ,;Z,r::: ,:,95,3); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
i . n Menteri Dalam Negeri N
S 8 lomor 20 T: isasi
: it ;:tr:tl::arl: ;-"1"" Pelayanaan Perizinan Terpaduaczlga:?ao: o e
Srmosiah r::t(een ﬁ?:lam Negeri Nomor 80 Tahun 2(515 tentang Pembentukan Produk
IE Fetieas DaeraheN Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dieah Ko soi:?oir ;:hTah:n 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Sintl Nomor 74) ja un 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
16. geraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pem!
Taerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Ta
ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai  Nomor 83);
Pendelegasian Kewenangan

17. Per_at.uran Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pgnzman dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);
18. Peraturan Bupali Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);
Urut/Nomenklatur Tingkat

19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahu 2019 tentang Nomor
h Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun

Satuan Pendidikan Sekolah Menenga
2019 Nomor 5);

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sinjai Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan (Berita

Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 10);

“SEKOLAH DASAR NE
Desember 2024

bentukan dan Susunan Perangkat
hun 2016 Nomor 5,

20.

Memperhatikan : 1. Permohonan Kepala Sekolah GERI NO. 119 'MAGALA" Nomor
- 421.2/55/SDN119/XI1/2024, Tanggal 21 perihal Permohonan Penerbitan
or - TT/549/Disdik, Tanggal

\zin Operasional Sekolah; :
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nom
04 Januari 2025, Perihal Rekomendasi untuk Penerbitan Kembali |zin  Operasional

Penyelenggaraan;
MEMUTUSKAN
n Sekolah Dasar, Kepada :

Menetapkan :
Kesatu . Memberikan izin Operasional Penyelenggaraa
Nama lembaga . SEKOLAH DASAR NEGERINO. 119 MAGALA
- JI. Persatuan Raya No. 55A, Desa Bontosalama,

Alamat Lembaga
Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.
n Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
kegiatan sebagai lembaga

" Kedua - Izin Operasional Penyelenggaraa
KESATU, berlaku selama Sekolah Dasar tersebut aktif menjalankan
pendidikan;
Ketiga - Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dan mulai berfaku sejak tanggal ditetapkannya.
Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 31 Januari 2025
a.n. BUPATI SINJAI
KEPALA DINAS,
Ditandatangani secara elektronik oleh
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 197011301990031002
Tembusan :
1. Bupati Sinjai;
3- l:aqis. Pendidikan Kabupaten Sinjai;
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